







Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah, sebagai 
berikut. 
1. PT. Aqua Farm Nusantara belum tindakan pemulihan lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adapun upaya-upaya yang 
dilakukan pihak PT. Aqua Farm Nusantara pada Unit Pembesaran ikan dengan 
budidaya KJA terkait kualitas perairan danau Toba yakni: Melakukan 
pemantauan dan pengukuran parameter kualitas air danau Toba secara berkala 
di sekitar area landing site dan KJA milik perusahaan, menerapkan teknologi 
dan prosedur cara budidaya ikan yang baik, seperti penggunaan pakan apung, 
tidak menggunakan obat-obatan yang dilarang, pemberian pakan sesuai FCR 
(Feed Convertion Ratio) sehingga pakan dikonsumsi maksimal, melakukan 
upaya mengangkat dengan segera ikan yang mati di KJA, pemberian pakan 
sesuai kebutuhan mengikuti metabolisme rate pertumbuhan ikan.  
2. Pemerintah provinsi Sumatera Utara melalui Keputusan Gubernur Sumatera 
Utara Nomor 188.44/213/Kpts/2017 Tentang Daya Tampung Beban 
Pencemaran Dan Daya Dukung Danau Toba Untuk Budidaya Perikanan 
menegaskan bahwa Daya tampung beban pencemaran dan daya dukung Danau 







yang diperoleh dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa dalam proses 
produksinya PT. Aquafarm Nusantara dapat memproduksi sampai 32.254,32 
ton ikan dalam satu periode pembesaran, jumlah produksi tersebut melebihi tiga 
kali lipat dari batas daya tampung beban pencemaran air danau Toba yang 
hanya mampu menampung produksi sebesar 10.000 ton per tahun. 
B. SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka dapat diajukan 
saran ialah : 
1. Pemerintah pusat dalam hal ini melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal 
harus melakukan harmonisasi terhadap kebijakan pemerintah daerah Provinsi 
Sumatera Utara terkait ijin produksi yang diberikan kepada PT. Aqua Farm 
Nusantara mengingat bahwa ijin produksi sebesar 36.000 ton yang diberikan 
kepada PT. Aqua Farm Nusantara sudah tidak sesuai lagi dengan daya dukung 
dan daya tampung beban pencemaran perairan danau Toba untuk budidaya 
perikanan sebagaimana ditegaskan dalam  Keputusan Gubernur Sumatera 
Utara Nomor 188.44/213/Kpts/2017 Tentang Daya Tampung Beban 
Pencemaran Dan Daya Dukung Danau Toba Untuk Budidaya Perikanan. 
2. Para pemangku kepentingan seperti dinas-dinas terkait di Provinsi Sumatera 
Utara, Kepala Daerah Tingkat II di kabupaten seputar danau Toba perlu 
berpartisipasi aktif dalam peningkatan pemahaman perlindungan ekosistem 







dengan parameter baku mutu yang ditetapkan, dan menindak tegas setiap 
pelaku pencemaran perairan danau Toba. 
3. PT. Aqua Farm Nusantara dalam proses produksinya tidak seharusnya hanya 
berfokus pada profit yang menjadi target perusahaan, dalam proses produksi 
perusahaan juga wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung beban 
pencemaran danau serta kondisi kualitas perairan danau Toba, mengingat 
bahwa perairan danau Toba juga dimanfaatkan oleh masyarakat dalam 
pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 
4. Masyarakat diharapkan turut serta berpartisipasi secara aktif dalam hal 
menjaga ekosistem, kondisi perairan danau Toba, kebersihan perairan danau 
Toba dengan mengurangi aktivitas yang dapat merusak kondisi air danau Toba, 
seperti tidak membuang limbah rumah tangga ke danau, tidak membuang 
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